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ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN
TERHADAP ANAK UNTUK TUMBUH KEMBANG SECARA OPTIMAL

Oleh
EPRIYAN SAPUTRA

Hak anak merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang harus
dilindungi, termasuk hak atas kesehatan dan tumbuh kembang yang optimal. Di
Indonesia, isu tumbuh kembang anak masih menghadapi berbagai tantangan, seperti
stunting, gizi buruk, dan akses pelayanan kesehatan yang belum merata. Masalah
ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama dalam penerapan
kebijakan hukum untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum dan upaya
kesehatan dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal serta
menjadikannya bagian dari jaminan hak atas kesehatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian
deskriptif analitis dan Analisa yuridis menggunakan bahan perundang-undangan
tentang kesehatan anak dan conceptual approach untuk memahami konsep-
konsep hukum terkait perlindungan anak.

Hasil dari penelitian ini yaitu; (1) kebijakan hukum dan upaya kesehatan terhadap
anak agar mencapai tumbuh kembang secara optimal belum maksimal
pelaksanaanya, Pengaruh faktor ekonomi pada anak gizi buruk merupakan
fenomena yang saling berhubungan karena faktor ekonomi berpengaruh langsung
terhadap status gizi anak usia anak dan kondisi kekurangan ekonomi akibat
penghasilan kecil dan tidak pasti. Selain itu, adapun faktor lain yaitu penyediaan
sarana dan prasarana kurang memadai. Dalam menunjang terlaksananya suatu
kegiatan maka sarana dan prasarana harus memadai. Jika sarana dan prasarana
tersedia baik dari segi kualitas maupun kuantitas maka suatu program dapat
mendukung dan tercapai. (2) Upaya kesehatan terhadap anak agar mencapai tumbuh
kembang secara optimal sebagai jaminan hak atas kesehatan merupakan wujud
pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi dan meningkatkan derajat
kesehatan anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan, upaya ini mencakup aspek promotive, preventif, kuratif, dan
rehabilitative. tantangan masih ada, termasuk kesenjangan akses layanan,
rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya deteksi dini, serta
keterbatasan infrastruktur kesehatan. Untuk itu, sinergi antara pemerintah pusat,
daerah, dan masyarakat perlu diperkuat, disertai edukasi yang lebih masif untuk
meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mendukung
kesehatan anak.

Kata Kunci: Kebijakan hukum; tumbuh kembang anak; Kesehatan anak



ABSTRACT

LEGAL POLICY FOR THE IMPLEMENTATION OF CHILDREN'S
HEALTH EFFORTS FOR OPTIMAL GROWTH AND
DEVELOPMENT

By
EPRIYAN SAPUTRA

Children's rights are an important part of human rights that must be protected,
including the right to optimal health and growth and development. In
Indonesia, the issue of child growth and development still faces various
challenges, such as stunting, malnutrition, and unequal access to health
services. This problem requires serious attention from various parties,
especially in the implementation of legal policies to ensure that every child
gets their rights. The formulation of the problem in this study is how legal
policies and health efforts can support optimal child growth and development
and make it part of the guarantee of the right to health.

This study uses a normative legal approach, analytical descriptive research
specifications and legal analysis using legal materials on child health and a
conceptual approach to understand legal concepts related to child protection.

The results of this study are; (1) Legal policies and health efforts for children
to achieve optimal growth and development have not been implemented
optimally. The influence of economic factors on malnourished children is an
interrelated phenomenon because economic factors directly affect the
nutritional status of children and the condition of economic deprivation due to
low and uncertain income. In addition, there are other factors, namely the
provision of inadequate facilities and infrastructure. In supporting the
implementation of an activity, facilities and infrastructure must be adequate.
If facilities and infrastructure are available in terms of both quality and
quantity, a program can support and be achieved. (2) Health efforts for
children to achieve optimal growth and development as a guarantee of the
right to health are a form of fulfillment of the state's obligation to protect and
improve the health of children. Based on Law Number 17 of 2023 concerning
Health, this effort includes promotive, preventive, curative, and rehabilitative
aspects. challenges still exist, including gaps in access to services, low
parental awareness of the importance of early detection, and limited health
infrastructure. For this reason, synergy between the central, regional, and
community governments needs to be strengthened, accompanied by more
massive education to increase public understanding and participation in
supporting children's health.

Keywords: Legal policy; child development; child health
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. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak yang sudah melekat pada diri manusia
sgak lahir di dunia ini dan sudah merupakan kewagjiban Negara untuk
melindungi hak asasi setiap rakyatnya. Salah satu prinsip dasar yang adanya
hak-hak asasi manusia internasional yaitu prinsip kesetaraan dan non-
diskriminas (equality and non-discrimination). Pada intinya, prinsip
kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan setara, Dimana pada situas
ataupun kondisi yang berbeda harus diperlakukan secara berbeda pula. Salah
satu konsekuensi dari prinsip kesetaraan adalah pelarangan terhadap
diskriminasi, karena diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan
dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.’ Salah satu hak asasi manusia
yang harus dilindungi oleh Negara yaitu hak K esehatan.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam Pasal 1 ayat (3)
UUD 1945 negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan
terhadap warganya. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan
salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum. Hak asas manusia pun
hak anak. Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua,

keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara.

! Rayahu, 2015 Hukum Hak Asasi Manusia, Semarang:Univesitas Diponegoro, him 33.



Anak menurut World Health Organization (WHO) adalah usia sgjak berada di
dalam kandungan sampai usia 18 tahun.? Anak adalah aset berharga bagi
bangsa dan negara. Untuk itu, negara wajib melindungi hak-hak anak,
termasuk di dalamnya hak atas kesehatan dan hak atas perlindungan dari
penyakit. Kemudian dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan
bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang bailk dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan termasuk tumbuh kembang pada anak.>
Keberhasilan anak dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara
optimal dapat dilihat dari periode sgjak janin dalam kandungan anak berusia 2
tahun merupakan periode yang sangat penting dalam pertumbuhan dan
perkembangan anak. Periode ini merupakan kesempatan sekaligus masa-masa
yang rentan terhadap pengaruh negatif.

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua aspek penting bagi
kehidupan manusia terutama pada anak, ha ini merupakan persyaratan
mendasar dalam menila normalitas dan abnormalitas pada masa kanak-
kanak.* Tumbuh kembang anak merupakan hasil dari proses interaksi faktor
keturunan, konstitusi, herediter dengan faktor lingkungan di tahap parenatal
ataupun di tahap post natal. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi
bersamaan. Terdapat 2 Jenis faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan

dan perkembangan pada anak dibawa (congenital) dan didapat (acquired).

2 \an Bueren, 2021, The international law on the rights of the child. 2021.
% Pasal 28 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
“ Belagavi 2019



Tumbuh kembang anak secara optima dibutuhkan nutrisi yang baik dan
cukup, status kesehatan yang baik, pengasuhan yang benar dan stimulasi yang
tepat pada periode ini akan membantu anak untuk tumbuh sehat dan mampu
mencapal kemampuan optimalnya sehingga dapat berkontribusi lebih baik
dalam masyarakat. Stimulasi yang tepat akan merangsang otak balita sehingga
perkembangan kemampuan gerak, bicara dan bahasa, sosidisas dan
kemandirian pada balita berlangsung normal dan optimal sesuai dengan umur
anak. Deteks dini penyimpangan ptumbuh kembang anak perlu dilakukan
untuk dapat mendeteksi secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang
balita termasuk menindaklanjuti setigp keluhan orang tua terhadap tumbuh
kembang anaknya.

Menurut Rambe dan Sebayang, anak yang mengalami tumbuh kembang di
Argentina 22,5%, Amerika serikat 12%-16,6%, Thailand 24% dan Indonesia
13%. Prevalens keterlambatan tumbuh kembang di Indonesia sekitar 5-10%
satu dari 100 anak mempunyai kecerdasan kurang dan keterlambatan bicara,
dua dari 1.000 bayi mengalami gangguan perkembangan motorik dan 3-6 dari
1.000 bayi juga mengalami gangguan pendengaran.®

Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang akan berdampak pada
pertumbuhan maupun perkembangan anak selanjutnya, apabila anak
mengalami masalah tumbuh kembang anak akan mengalami kesulitan dalam
perkembangan selanjutnya akan memungkinkan anak mengalami kecacatan.

Deteks dini tumbuh kembang anak sangat perlu dilakukan untuk mengetahui

> Rambe, N. L., & Sebayang, W. B., 2020, Pengaruh  Kuesioner Pra  Skrining
Perkembangan (KPSP) terhadap peningkatan kepatuhan ibu dalam pemantauan perkembangan
anak. JHeS (Journal of Health Studies), 4(1), him 79-86.



dampak yang mungkin timbul di kemudian hari apabila anak mengalami
gangguan tumbuh kembang.®

Keluarga atau Orang tua mampu melakukan fungsi dengan baik maka orang
tua perlu memahami Tingkat perkembangan anak, menilai pertumbuhan dan
perkembangan anak dan mempunyai motivasi yang kuat untuk memajukan
tumbuh kembang anak.” Kurangnya pemahaman, pengetahuan orangtua,
keterampilan orangtua terutama dalam mengenali, mndeteksi tumbuh
kembang, yang bisa mengakibatkan gangguan tumbuh kembang yang berupa
penyimpangan  pertumbuhan, penyimpangan  perkembangan  serta
penyimpangan emosional.®

K etetapan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Rl No. 66 Tahun 2014
tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan gangguan Tumbuh
Kembang Anak bahwa pemantauan pertumbuhan, perkembangan, dan
gangguan tumbuh kembang anak merupakan acuan bagi tenaga kesehatan
yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar/primer, kelompok
profesi, tenaga pendidik, petugas lapangan Keluarga Berencana, petugas
sosiad yang terkait dengan pembinaan tumbuh kembang anak, organisas
profesi dan pemangku kepentingan terkait pertumbuhan, perkembangan, dan
gangguan tumbuh kembang anak. Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kesehatan Rl No. HK.02.02 /MENKES /52/2015 dijelaskan tentang
Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapal pada tahun 2025 adalah
meningkatnya dergat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh

meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi,

® Ibid.
" Anggraeni dan Hendra, 2019
® Ibid.



menurunnya angka kematian ibu, menurunnya prevalens gizi kurang pada
balita dengan indikator meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat.
Hasil Survel Status Gizi Indonesia (SSGI) juga menunjukkan tren penurunan
stunting pada balita, yaitu 27,7% di tahun 2019, 24,4% di tahun 2021, dan
21,6% di tahun 2022. Pemerintah menargetkan penurunan angka stunting
hingga 14% pada tahun 2024 sesuai Rencana Pembangunan Jangka M enengah
Nasional (RPIMN) 2020-2024.°

Selain stunting, kasus Penyakit Jantung Bawaan (PJB) pada anak juga
menjadi perhatian besar dalam upaya meningkatkan kesehatan anak di
Indonesia. PIB merupakan penyebab kematian tersering dari seluruh kelainan
bawaan, dengan insiden sekitar 8 dari 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian
tertinggi terjadi pada usia satu tahun pertama, dengan 80% kematian terjadi
pada usia di bawah enam bulan.'® Meski belum ada data nasional yang pasti
mengena PJB, beberapa pendlitian di rumah sakit di Indonesia menunjukkan
angka kematian yang tinggi. Sebagai contoh, di RS Dr. Sutomo Surabaya,
angka kematian akibat PJB tercatat sebesar 11,64% pada tahun 2004, 11,35%
pada tahun 2005, dan 13,44% pada tahun 2006. Penurunan angka kematian
akibat PJB seperti yang terjadi di negara-negara Eropa, dari 70 menjadi 55-60
per 10.000 kelahiran hidup, menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan
PJB di Indonesia.™*

Bentuk perwujudan negara dalam mencapal cakupan kesehatan anak salah

satunya adalah disusunnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

® Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, him 5.

10 https://www.kemkes.go.id/article/view/22123100002/kurangi-kematian-penyakit-
jantung-bawaan-pada-bayi-baru-lahir-dengan-cathlab.html

1 K hoshnood dkk, 2017, Recent Decrease in the Prevalence of Congenital Heart Defects
in Europe. J Pediatr.



Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan mulai berlakunya program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sgak tahun 2014. JKN yang
dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari SJISN yang
diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan yang
bersifat wajib dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan
masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar
iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Kepemilikan jaminan kesehatan anak biasanya sangat tergantung pada
kepemilikan jaminan kesehatan orang tua ataupun orang dewasa yang tinggal
bersamanya. Pada tahun 2023, 64,30% atau sekitar 6 dari 10 anak umur 0-17
tahun memiliki jaminan kesehatan. Angka tersebut menunjukkan kenaikan
dalam dua tahun terakhir, yaitu dari 61,06% di tahun 2021 dan 61,84% pada
tahun 2022. Persentase anak umur 0-17 tahun di Provinsi Aceh yang memiliki
jaminan kesehatan menduduki peringkat pertama di Indonesia yaitu sebesar
95,40%. Provinsi Aceh menerapkan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang
diberlakukan bagi seluruh penduduk Aceh yang belum memiliki program
jaminan kesehatan apapun melalui mekanisme asuransi sosial.’®> Sementara
daerah dengan kepemilikan jaminan kesehatan anak terendah adalah Provins
Jambi yaitu sebesar 48,60%.

Dari data diatas yang diperoleh masih banyaknya pertumbuhan dan
perkembangan anak yang belum optimal maka dari itu dibutuhkannya

kebijakan publik yang tepat sasaran dalam melayani kesehatan pada anak.

12 Edy Saputra, 2020 Tantangan Dalam Koordinasi Jaminan Kesehatan Aceh. him 17-26.



Dalam hal ini dapat 2 Jenis faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan
dan perkembangan pada anak dibawa (congenital) dan didapat (acquired).
Berdasarkan pemikiran dan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian tentang “KEBIJAKAN HUKUM
PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN TERHADAP ANAK
UNTUK TUMBUH KEMBANG SECARA OPTIMAL”™.
1.2 Permasalahan Ruang Lingkup
1. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Bagaimana kebijakan hukum dan upaya kesehatan terhadap anak agar
mencapai tumbuh kembang secara optimal ?
b. Bagaimana upaya kesehatan terhadap anak agar mencapa tumbuh
kembang secara optimal sebagal jaminan hak atas kesehatan?
2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan
ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup kellmuan dalam penelitian ini
adalah bidang ilmu hukum kesehatan sedangkan ruang lingkup objek
kgjian penelitian ini adalah norma hukum penyelenggaran pelayanan
kesehatan anak di Indonesia.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :



a. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum dan upaya
kesehatan terhadap anak agar mencapai tumbuh kembang secara
optimal.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kesehatan terhadap anak
agar mencapai tumbuh kembang secara optimal sebagai jaminan ha

katas kesehatan.

2. Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan penelitian baik dari segi praktis maupun teoritis yaitu :
a. Kegunaan teoritis

Penelitian berkontribusi secara akademis terhadap pengembangan

ilmu serta sebagai acuan kajian pustaka untuk masyarakat umum,

terutama mahasiswa program Magister Hukum Universitas Lampung
kosentrasi kesehatan mengenai aspek hukum penyelenggaraan upaya
kesehatan terhadap anak.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis hasil dari penelitian ini diharapkan :

- Sebagal upaya pengembangan kemampuan kemampuan dan
pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum
kesehatan.

- Penulis pendlitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat
menyelesalkan magister ilmu hukum di Fakultas Hukum

Universitas Lampung



1.4 Kerangka Pikir

Tumbuh
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UU No. 17 Tahun
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1.5 Kerangka Teoritis

Daam ilmu sosia, hubungan antara pendekatan yang ada dengan teori
dijabarkan dalam kerangka teori penelitian.® Kerangka teoritis memberikan
konteks penelitian, dan memberikan landasan konseptual. Gagasan teori dalam
konteks ini mengacu pada kumpulan pengetahuan yang sistematis dan koheren
berdasarkan penelitian sebelumnya (empiris).
membenarkan pertanyaan penelitian, dengan menunjukkan bagaimana
pertanyaan tersebut muncul dari kesenjangan dalam penelitian yang ada

Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:

3 Sanne Taekema, 2018, Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research:

Putting Theory into Practice, him 1
“Ibid, him 2

Idealnya, kerangka teori
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1.5.1. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang
berbahaya, sesuatu itu bisa sgja berupa kepentingan maupun benda atau
barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman
yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan
demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya
pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang
warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat
dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.*®

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan
terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat
preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak
tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagali suatu gambaran
dari fungs hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu
keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.®

Adapun pendapat yang dikutip dari bebearpa ahli mengenai perlindungan
hukum sebagal berikut:

1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengal okasikan suatu

o Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, Republika, 24 Mei 2004

16 Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI,
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak
Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga



11

Hak Asas Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam
rangka kepentingannya tersebut.*’

2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh
penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan
ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk
menikmati martabatnya sebagai manusia.*®

3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk
melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau
kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam
menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama
manusia.™®

4) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala
upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat
memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang
bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagal perlindungan hukum
apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.

b) Jaminan kepastian hukum.

c) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.

o Satjipro Rahardjo, 2003, Sisi-Ssi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas,
2003), him 121.

18 Setiono, 2004, Rule of Law, him 3.

9 Muchs, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, hal 14

2 Hetty Hasanah, 2015, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari
http://jurnal .unikom.ac.id/vol 3/perlindungan.html.
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d) Adanyasanks hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Esensi perlindungan hukum terhadap penanam moda adalah suatu
perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam
modal, bahwa ia akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi
yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat,
dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses
informasi mengenai situasi pasar, situas politik dan masyarakat, asset
yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan,
dan lain sebagainya. Menurut R. La Porta dalam Jurna of Financial
Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu
negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan
bersifat hukuman (sanction).”> Bentuk perlindungan hukum yang
paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti
pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyel esaian
sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sgalan
dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang
menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam
masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian
tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

1.5.2. Teori Tanggung Jawab Hukum

2l Rafadl La Porta, 1999, Investor Protection and Cororate Governance; Journal of
Financial Economics no. 58, him 9.
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Ada dua itilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: liability
(the state of being liable) dan responsibility (the state or fact being
responsible).

1) Liability merupakan istilah hukum yang luas (a board legal term),
yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa liability
menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir
setiap karakter risko atau tanggung jawab, yang pasti, yang
bergantung atau yang mungkin. Liability didefiniskkan untuk
menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, liability
juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau
potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau
mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban;
kondis yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang
dengan segera atau pada masa yang akan datang.

2) Responsibility berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu
kewgjiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan
kecakapan). Responsibility juga berarti, kewajiban bertanggung jawab
atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau
sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah
ditimbulkannya).?

Selain itu ada pendapat lain tentang prinsip tanggung jawab dalam

hukum, yang dibagi menjadi tiga yakni accountability, responsibiliti,

liability. Pengertian Tanggung Jawab Hukum, ada tiga macam tanggung

’Ridwan HR, 2016, Hukum Administrasi Negara, him. 318-39
Y7ainal Asikin, 2016, Pengantar Hukum Perusahaan, him 252.
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jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti accountability,
responsibility, dan liability. Tanggung jawab dalam arti accountability
adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya
akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan
responsibility adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung
jawab dalam arti liability adalah kewagjiban menanggung atas kerugian
yang diderita.

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori

hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:*®

1) Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung
jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu
bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang
lain;

3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa
seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang
dilakukannya karena sengga dan diperkirakan dengan tujuan
menimbulkan kerugian;

4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu
bertanggungjawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang
individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya

karenatidak sengaja dan tidak diperkirakan.

% Hans Kelsen, 2006, Teori Hukum Murni: terjemahan Raisul Mutagien, him. 140.
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Teori tangggung jawab dalam pendlitian ini digunakan untuk menganalisa
tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dengan kondisi seperti yang
tercantum pada pasal 273 ayat 2 UU No 17 tahun 2023.
1.6 Konseptual
Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamat
okan dalam melaksanakan penelitian.?* Berdasarkan definisi tersebut, maka
batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai
berikut:
1.6.1 Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk
memlihara dan meningkatkan dergjat kesehatan masyarakat dalam bentuk
promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.?
Sumber daya kesehatan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.®
1.6.2 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.?’
1.6.3 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

2 Soerjono Soekanto. 1986, Pengantar Penelitian Hukum, him 103
% U No. 17 Tahun 2023 Tentang K esehatan

*Ibid

2" UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
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berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.?®

2 |pid



1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak
Anak merupakan bagian terpenting dari berbagai €l emen masyarakat. Anak adalah
generasi penerus yang merupakan bagian yang sangat penting dalam
pembangunan nasional di masa yang akan datang. Anak juga merupakan modal
pembangunan, Yyang akan memeihara dan mempertahankan serta
mengembangkan hasil pembangunan fisik, mental, dan sosial di suatu Negara.
Anak daam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, dan
anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu,
anak pada hakekatnya seseorang yang berada pada satu masa perkembangan
tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.®® Berikut ini beberapa
pengertian anak ditinjau dari beberapa sudut pandang, yakni :
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Tolak ukurnya adalah belum mencapal 21 tahun dan belum pernah kawin,
yang dapat disimpulkan dari pasal 330 KUHPerdata yang mengatur, Ayat
(1): Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah “belum
dewasa”, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang
dimaksud: segala orang yang belum mecapa umur genap 21 tahun dan tidak
lebih dahulu kawin.
2) Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak

2 Anton M. Moeliono, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan kedua; Jakarta: Balai
Pustaka, him. 30



3)

4)

5)

6)

7)

18

“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang
K esgjahteraan Anak

”Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)
tahun dan belum pernah kawin”.

Menurut pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas)
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan
apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Menurut Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang

K etenagakerjaan:

“Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas)
tahun”.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 47 ayat (1) memuat ketentuan bahwa seorang (anak) yang belum
mencapal 18 tahun atau belum penah kawin ada di bawah kekuasaan
orangtua

Menurut Undang-Undang Nomor UU No. 17 tahun 2023 tentang

Kesehatan

Perlindungan Anak dapat dirumuskan dengan suatu perwujudan keadilan dalam

masyarakat. Hal ini merupakan dasar utama dalam perlindungan anak, sehingga

merupakan suatu proses bersama untuk melindungi anak agar dapat
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melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif. Kemudian
dapat juga secara dimensional perlindungan anak dengan beraspek mental.*® Hal-
hal yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak adalah ruang lingkup
perlindungan meliputi perlindungan pokok, antara lain yaitu sandang, pangan,
pendidikan, kesehatan jasmaniah, dan rohaniah.

Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi
manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari
kesawenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat
melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Kedudukan anak sebagai generas muda yang akan meneruskan cita-cita luhur
bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber
harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk
tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial
Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan
masyarakat dalam berbaga kedudukan dan peranan yang menyadari betul
pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan hukum
bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa
depan.

Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang
berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian
masyarakat yang mempunyal keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh
karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.®* Perlindungan hukum dapat

kita lihat sebaga suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum

%0 Hapka Kurniawan, “Bentuk-bentuk  Perlindungan  Anak  di Indonesia”
www.id.shvoong/perlindungananak (28/09/2024)
3 Marlina, 2009, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama.
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dalam bentuk perangkap hukum baik preventif maupun yang bersifat represif,
baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata lainnya perlindungan hukum
sebagal suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat
memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian. Perlindungan
anak sebagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiagp anak
dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan
anak secara wagjar dan baik, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak
merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan
demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan
bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat
hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa mengemban
tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan
Dekalaras Universal tentang Hak Asas Manusia yang ditetapkan oleh
Perserikatan Bangsa-bangsa serta berbagal instrumen internasional lainnya
mengenal hak asas manusia yang telah diterima oleh Negara Republik
Indonesia

Sebagal realisas tanggung jawab mora dan hukum terhadap hak asasi manusia,
selan tercantum dalam konstitus yaitu Undang-Undang Dasar 1945
Amandemen keempat, Negara Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-
undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asast Manusia. Hal ini membuktikan
bahwa bangsa Indonesia sangat menjungjung tinggi hak-hak asas manusia,

termasuk hak-hak anak.
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2.2 Kesehatan Anak

K esehatan merupakan salah satu unsur kesegjahteraan anak dan merupakan bagian
dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi. Setiap manusia berhak atas kesehatan
yang optimal dan negara berkewgiban memenuhi hak tersebut. Hak atas
kesehatan yang optimal bagi masyarakat tentunya berlaku bagi seorang anak,
mengingat bahwa anak memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum sempurna
dan kuat layaknya orang dewasa.**

Perbaikan status gizi masyarakat terlebih pada anak bisa dilakukan dengan cara
meningkatkan dergjat kesehatan. Anak termasuk yang paling rentan perihal
masalah gizi, bila dilihat dari sudut permasalahan kesehatan dan gizi, sedangkan
di masaini pertumbuhan siklus anak mengalami perkembangan yang cukup pesat.
Akibat dari gizi buruk itu sendiri rentan terhadap penyakit, dimana gizi buruk
tampak seperti kenyataan gunung es pada kegadian buruk yang bisa
mengakibatkan kematian.®

Pada pembangunan kesehatan bisa diimplementasikan menggunakan upaya yang
dilaksanakan oleh berbagai komponen di tanah air untuk menaikkan kemauan,
kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, sehingga tercapai
dergjat kesehatan masyarakat. Dergjat kesehatan masyarakat bisa dicermati dari
banyak sekali faktor seperti angka kematian, umur hargpan hidup, angka
kesakitan, dan status masyarakat.

Batasan mengenai kesehatan diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 36

Tahun 2009 yang memuat aturan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik

% Titon Slamet Kurnia, Hak Atas Dergjat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia,
PT. Alumni, Bandung, 2007, Hal. 2.

% Budi Faisol Wahyudi, et all., Analisis Faktor Yang Berkaitan Dengan Kasus Gizi Buruk
Pada Balita, Jurnal Pediomaternal Vol. 3 No. 1 Oktober 2014-April 2015, hal. 83.
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secara fisik, mental, spiritua juga sosid yang memungkinkan setigp orang
menjalani kehidupan yang produktif secara sosial serta ekonomi. Kesehatan
mencakup pula kesehatan fisik, mental, dan sosia, bukan hanya bebas dari
penyakit, kecacatan, dan kelemahan.

Pelayanan kesehatan bagian dari hak asasi manusia pada unsur kesegjahteraan juga
sebagal salah satu upaya kegiatan yang dilakukan secara sendiri atau bersama-
sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan,
mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan,
keluarga, kelompok, atau masyarakat.>

Batasan mengenai pengertian perlindungan anak diatur dalam Pasal 8 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 yang memuat aturan bahwa “setiap anak berhak
memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan
fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Selanjutnya, tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 perihal pemenuhan hak
anak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pada Pasal 28B ayat 2 yang memuat
aturan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada Pasal 28 H
ayat 1 yang memuat aturan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Batasan mengenai UU No. 17 Tahun 2023 mengatur tentang hak setiap anak

untuk memperoleh pelayanan kesehatan, yang mengatur bahwa mulai dari janin,

% Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaks Terapeutik
(Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien) Suatu Tinjauan Y uridis, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2002, hal .78.
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bayi, anak kecil hingga remaja, perlu dilakukan upaya untuk menjaga kesehatan
anak, termasuk upaya menjaga kesehatan anak cacat serta anak yang memerlukan
perlindungan.
Batasan mengena kesehatan pada UU No. 17 Tahun 2023, Pasal 1 ayat (1) yang
memuat aturan bahwa:
“K esehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara frsik, jiwa, maupun
sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya
hidup produktif”.
Dari batasan tersebut terlihat jelas bahwa aspek kesehatan atau dimensi kesehatan
tidak hanya bersifat fisik, psikis dan sosial, tetapi juga memiliki dimens
tambahan yaitu ekonomi (produktif secara ekonomi). Sumber daya kesehatan
memiliki empat aspek yang diharapkan dapat mewujudkan dergjat kesehatan.
Penyelenggaraan upaya kesehatan dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah
daerah, serta atau masyarakat secara hukum melalui sumber daya bidang
kesehatan, yaitu berbagai bentuk pendanaan, personel, produk higiene, sediaan
farmasi, serta aat kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dan dapat
memanfaatkan teknologi.*
Batasan mengenai kesehatan pada UU No. 17 Tahun 2023, pada Pasal 1 ayat (8)
yang memuat aturan bahwa:
“Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan
untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan

ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, Kkuratif,

% Arianti Singal, “Aspek Hukum Peran Pemerintah Melindungi Hak Anak Dalam
Memperoleh Pelayanan Kesehatan”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 9, 2017, hal.42.
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rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat”.

Batasan mengenai kesehatan pada UU No. 17 Tahun 2023, pada Pasa 1 ayat (2)

yang memuat aturan bahwa:

“Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk
memelihara dan meningkatkan dergjat Kesehatan masyarakat dalam bentuk
promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat”.

Penjelasan mengenai pasal tersebut dalam pelayanan kesehatan antaralain:

a

Pelayanan kesehatan promotif ialah suatu kegiatan dan/atau serangkaian
aktivitas pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan bersifat
promosi kesehatan.

Pelayanan kesehatan preventif artinya suatu aktivitas pencegahan terhadap
suatu masal ah kesehatan/penyakit

Pelayanan kesehatan kuratif ialah suatu aktivitas dan /atau serangkaian
kegiatan pengobatan yang diarahkan buat penyembuhan penyakit,
pengurangan penderita akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau
pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal
mungkin

Pelayanan kesehatan rehabilitatif artinya aktivitas dan / atau serangkaian
aktivitas buat mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat

sebagai akibatnya dapat berfungsi lagi menjadi anggota masyarakat yang
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bermanfaat buat dirinya dan rakyat semaksimal mungkin bisa

menggunakan kemampuannya”.
Hak atas kesehatan pada UU No. 17 Tahun 2023, Pasa 4 ayat (1) huruf b yang
memuat aturan bahwa “setiap orang berhak atas mendapatkan Pelayanan
Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan der4jat
K esehatan yang setinggi-tingginya”.
Dilihat dari segi ilmu bermasyarakat antara dokter dan pasien mempunyai korelas
yang menandakan bahwa dokter mempunya posisi lebih banyak didominas,
sedangkan pasien hanya memiliki perilaku pasif dalam situas menunggu tanpa
adanya kewenangan, maka dari itu secara historis yang berlangsung sgjak lama
dimana dokter memegang peranan penting dalam pengetahuan dan keterampilan
khusus juga karena mereka memiliki kewenangan, karena mereka adalah bagian
kecil dari masyarakat dan telah lama memiliki kewenangan di bidang yang
memberikan bantuan medis berdasarkan keyakinan penuh dari pasien.*
Perlindungan hukum bagi pasien yang perlu diketahui bagi anak gizi buruk adalah
para pihak waib mengetahui hak serta kewajiban yang dibebankan kepadanya,
termasuk tanggungjawab pemberi pelayanan kesehatan atas profesi yang di
berikan kepada penerima pelayanan kesehatan.
2.3 Hak-Hak Anak
Anak sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban. Hak anak adalah hak
asas manusia yang sudah melekat sgjak dilahirkan di dunia maupun yang masih
di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan

% Stefany B. Sandiata, Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di
Rumah Sakit Pemerintah, Lex Administratum, Vol.l/No.2/Apr-Jun/2013, hal. 92.
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perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi oleh sigpapun berdasarkan undang-undang
sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta
keluarga.®

Hak anak dalam bidang kesehatan merupakan bagian integral dari hak asas
manusia yang harus dijamin oleh negara. Menurut Convention on the Rights of the
Child (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden
No. 36 Tahun 1990, anak memiliki hak untuk memperoleh standar kesehatan
tertinggi dan akses terhadap layanan kesehatan. Hak ini meliputi pencegahan
penyakit, perawatan kesehatan dasar, dan rehabilitasi kesehatan. Menurut
UNICEF (2019), kesehatan anak mencakup aspek fisik, mental, dan sosia yang
saling terkait, sehingga memerlukan pendekatan holistik untuk memenuhinya
(UNICEF, 2019).

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi
dengan kekuatan (macht) yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum
kepada anak yang bersangkutan.®® Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan
ayat (2) KUH Perdata “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan
dianggap sebaga telah dilahirkan bilamana juga kepentingan s anak
menghendakinya, mati sewaktu dilahirkannya dianggap ia tidak pernah ada”.

Pada diri anak sebagal insan manusia juga melekat hak asasi yang merupakan

anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi acuan bagi hak anak

3 Tegar Sukma Wahyudi, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi
Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, hal 58

% Maulana Hasan Wadog, 2000,Pengantar Avokasi dan Hukum Perlindungan Anak,
Jakarta: PT. Grasindo, him.29
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secara umum, materi hukum mengenal hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak,

dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antaralain:

1)

2)

3)

4)

Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights)

Hak-hak anak dalam Konvenss Hak Anak meliputi hak-hak untuk
mel estarikan dan mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak untuk
memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-
baiknya (the rights of the highest standart of heath and medical care
attainable).

Hak terhadap perlindungan (protection rights)

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan
dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak
mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

Hak untuk tumbuh kembang (devel opment rights)

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk
pendidikan (formal dan non-formal) dan hak untuk mencapai standar hidup
yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosid
anak.

Hak untuk berpartisipasi (participation rights)

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk
menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak (the rights

of a child to express her/his viewsin all metters affecting that child).

Dicantumkan hak-hak seorang anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1979 tentang Kesgahteraan Anak adalah upaya untuk menjamin terwujudnya

kesgiahteraan anak, yaitu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat



28

menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani,

jasmani maupun sosial, terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.*®

Undang-Undang Dasar merupakan fondasi dari terbentuknya Undang-Undang

Perlindungan Anak yang dijelaskan pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

Amandemen ke-4 yang diamandemen secara implisit mencerminkan isi pasal 27

CRC. Bahwa konteks ini adalah baik pasal 28B ayat (2) UUD 1945 Amandemen

ke-4 dan Pasal 27 CRC telah menghubungkan antara ukuran kehidupan dan

perkembangan dengan demikian telah menciptakan suatu “hak” yang melampaui

elemen-elemen dasar keperluan untuk kelangsungan hidup anak.

UUD 1945 Amandemen ke-4 yang telah direvisi dapat diartikan sebagai suatu

fundamental rights (setiap hak yang secara eksplisit atau implisit dijamin oleh

Konsgtitusi bukan non- fundamental rights). Hak-hak anak yang diatur dalam

Undang - Undang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal 2 sampai dengan

Pasal 18, diantaranya adalah

1) Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2) Hak atas sebuah nama sebagal identifikasi diri dan status kewarganegaran.

3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai
dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua.

4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang
tuanya sendiri. Apabila karena sesuatu ha orang tuanya tidak biasa

mengasuh sendiri, anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang lain

¥ Rahmadi Usman, 2006, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di

Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, him.352.
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6)

7)

8)

9)
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sesual dengan ketentuan perundang-undangan.

Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai
dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Hak untuk memperoleh pendidikan dan penggjaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minta
dan bakatnya.

Khusus bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan luar
biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak
mendapatkan pendidikan khusus.

Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan
memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.

Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang dan bergaul dengan

anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi dengan minat dan bakatnya.

10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitas,

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

11) Setigp anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain

manapun Yyang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat
perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitas baik ekonomi maupun
sosial, penelantaran, kekegjaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan,

dan perlakuan salah lainnya.

12) Setigp anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan

terakhir.
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13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam
kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan, dalam
kerusuhan sosia, pelibatan dalam peristiva yang mengandung unsur
kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.

14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

15) Setiap anak berhak mendapat kebebasan sesuai dengan hukum.

16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan
apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan
sebagal upaya terakhir.

17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan
perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang
dewasa, memperoleh hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap
tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan
di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang
tertutup untuk umum.

Bersangkutan dengan hak untuk memperolen kesehatan dan pelayanan

kesehatan, disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa orang

tua mempunyal suatu tanggung jawab untuk menjaga kesehatan anaknya sgjak
dalam kandungan. Sehingga orang tua harus menjauhkan anaknya dari segala
sesuatu yang bisa membahayakan kesehatan anaknya agar anak dapat tumbuh

dan berkembang secarawajar.
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2.4 Perlindungan Hukum terhadap anak

Pengertian perlindungan hukum secara umum mengacu pada segala tindakan,
perbuatan, atau upaya yang dilakukan dalam mencegah dari bahaya atau berbagai
hal yang bisa menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan dan memberikan rasa
aman. Menurut asal katanya, bahwa pengertian lindung berarti tidak terkena
panas, hujan, menempatkan diri di balik atau di bawah sesuatu supaya tak terlihat,
berada pada area aman agar terlindung dari sesuatu. Melindungi juga dapat
diartikan dengan menutup supaya tidak tampak, terlihat, terkena angin, panas,
menjaga, merawat, memelihara, melestarikan, membantu serta agar terhindar dari
musibah. Perlindungan juga diartikan mengenai tempat berlindung, proses atau
cara, hal atau perbuatan untuk melindungi sesuatu.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002
mengatur tentang perlindungan bidang hukum khususnya perlindungan anak,
yang memuat ketentuan bahwa perlindungan adalah segala aktivitas untuk
menjamin perlindungan. Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang serta berpartisipasi dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan
harkat dan martabat. Kemanusiaan serta dilindungi dari diskriminasi dan
kekerasan. Penjelasan tentang perlindungan agar kegiatan perlindungan dapat
memberikan rasa aman dan perlindungan kepada anak, termasuk hak-haknya, agar
dapat tumbuh dan berkembang secaralahir dan batin.

Pada berbagal belahan global di kehidupan masyarakat bahwa perlindungan anak
dikembangkan sesuai dengan kondisi manusia dan sesuai dengan perkembangan

kehidupan manusia yang dinamis. Oleh karena itu, perlindungan anak pada masa
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lalu erat kaitannya dengan kehidupan manusia pada umumnya, yaitu bagaimana
manusia dapat bertahan dan mengembangkan kehidupannya dalam kelompok
keluarga atau masyarakat.

Setiap kelompok masyarakat tentu ini menjadikan suatu perhatian serius karena
kedudukan anak sebagai penerus kehidupan suatu bangsa sehingga berbagai
upaya dan tindakan telah muncul dalam memberikan perlindungan kepada anak-
anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang pada generasi berikutnya untuk
mel anjutkan kehidupan kelompok di masa depan.

Perlindungan maupun perlakuan khusus bagi anak merupakan perlindungan
terhadap hak anak dalam menjalani semua aktivitas kehidupan sehari-hari karena
kondis fisik dan mental anak perlu dilindungi oleh pemangku kepentingan suatu
negara.

Perlindungan merupakan perhatian internasional dan dibahas dalam pembukaan
Deklaras Hak-Hak Anak (Deklaration of The Rights of The Child) yang
membuat hukum bahwa "Where as the child, by reason of his physically and
mental immaturity. Need special safeguards and care, including approriate legal
protection, before as well as after birth".

Pada mukadimah Deklaras Mgelis Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) pada tanggal 20 November 1959 mengesahkan perihal hak-hak anak,
bahwa manusia mempunyai kewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi anak.
Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) prinsip tentang hak-hak anak, yakni menjadi
berikut :*°

1. Anak berhak atas semua hak sebagaimanadiatur dalam Deklarasi.

“ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal. 45-47.
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. Anak berhak atas perlindungan khusus dan wajib mendapat kesempatan
yang sama dengan dijamin oleh Undang-undang dan sebaliknya, sehingga
mereka dapat berkomunikasi secara efektif, psikis, moral, spiritual, dan
sosial dalam keadaan sehat dan normal, sesuai dengan kebebasan dan

martabatnya.

. Anak berhak atas nama dan kewarganegaraan sgjak lahir.

. Anak mempunyai hak atas jaminan sosia untuk tumbuh dan berkembang

secara sehat, dan oleh karena itu perlindungan khusus bagi anak dan

ibunya, termasuk akses terhadap gizi yang cukup, perumahan, rekreasi,

dan kesehatan, baik sebelum maupun sesudah melahirkan.

. Anak dengan kondisi cacat fisik, mental, maupun sosial karena keadaan

tertentu wajib mendapat pedidikan, perawatan, serta perlakuan khusus.

. Karakter seorang anak tumbuh secara optimal maupun serasi, oleh sebab
itu diperlukan pengertian, kasih sayang sebisa mungkin dan wajib tumbuh

dibawah asuhan serta tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan
bagaimanapun juga sebaiknya diupayakan menjaga dalam suasana penuh

kasih sayang, kesehatan fisik dan mental.

. Anak memiliki hak memperoleh pendidikan gratis, setidaknya pada
tingkat dasar.

. Daam semua kondisi, prioritas harus diberikan untuk membantu dan
melindungi anak-anak.

. Anak sebaiknya harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan maupun

penindasan.
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10. Anak wajib dilindungi dari diskriminas sosial, kepercayaan dan bentuk-
bentuk diskriminasi lainnya.
Makna dari mukadimah deklaras hak anak berarti bahwa negara- negara
internasional telah mengakui bahwa anak, sebagai manusia yang belum mencapai
kedewasaan fisk dan mental, sehingga memerlukan keselamatan dan
perlindungan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum maupun
setelah kelahiran.
Hal ini berarti kehidupan anak semenjak masih dalam kandungan sampai tumbuh
dan berkembang menjadi manusia seutuhnya, bahwa anak mempunya hak hidup
untuk melanjutkan kehidupan dimasa yang akan datang.
Kepentingan terbaik bagi anak dalam mempertimbangkan tumbuh kembang
sebagal manusia seutuhnya, sehingga perlu mendapat perhatian urgensi dengan
menyampaikan perlindungan tersebut agar anak dijamin oleh aturan pada tiap
negara. Hal ini berkaitan erat sebagaimana tercantum dengan sila kedua dalam
Deklaras Hak Anak (Deklaration of The Rights of The Child) yg berbunyi:
“The Child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities
and facilities by law and other means, to enable him to develop physically,
morally, spiritually and socially in healty and normal manner in conditions
of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose the best
interest of the child shall be the paramount consideration”.
Kesehatan fisik, moral, spiritual, dan sosial secara sehat serta pertumbuhan dan
perkembangan yang normal dalam kebebasan juga martabat adalah prinsip-prinsip
deklarasi hak anak yang mewajibkan negara untuk menyediakan hak atas fasilitas

bahwa anak-anak harus diberikan perlindungan khusus, kesempatan dan sarana
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lain menurut Undang-undang. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak
harus menjadi pertimbangan penting karena berpedoman pada tujuan hukum yang
berlaku.
Hal ini berarti kepentingan terbaik bagi anak dimasa mendatang merupakan segala
upaya maupun aktivitas yang ditujukan buat melindungi anak tersebut.
Pada piagam PBB konsideran konvens hak-hak anak mengatakan bahwa
sepenuhnya anak wajib dipersiapkan untuk menjalani kehidupan langsung sebagai
warga serta dibesarkan dengan cita-cita, termasuk pada semangat perdamaian,
toleransi, kemerdakaan, bermartabat maupun solidaritas. Perlindungan hukum
yang layak baik sebelum maupun setelah lahir disebutkan dalam konsideran
konvens hak Anak bahwa anak belum mempunyai kematangan fisik dan mental
sebagal akibat membutuhkan perlindungan diberbagai penjuru dunia buat
memberikan perlindungan terhadap anak dengan berbagai kegiatan kehidupan.**
Bagi nusa dan bangsa dikemudian hari bahwa perlindungan hukum terhadap anak
memiliki arti penting upaya dan kegiatan semua strata sosial, perbedaan
kedudukan dan peran yang berbeda. Penempatan anak menjadi cita-cita luhur
generas penerus bangsa, pemimpin masa depan bangsa, menjadi sumber harapan
bagi generasi sebelumnya agar mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk
tumbuh dan berkembang secarawajar, spiritual, fisik dan sosial.
Perlindungan yuridis meliputi perlindungan sebagai berikut :

1. Bidang hukum publik.

2. Bidang hukum perdata

Perlindungan non-yuridis mencakup:

“ Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Pengadilan Anak Tanpa
Pemidanaan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 32-33.
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1. Bidang sosia

2. Bidang kesehatan

3. Bidang Pendidikan
Batasan mengenai Pasal 34 UUD 1945 tentang perlindungan hukum yang memuat
aturan hak-hak anak bahwa :
“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.
Pada hukum dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia, dimana setiap negara
memiliki ketentuan tentang hak-hak anak. Dalam UUD 1945, tanggung jawab
negara secara konstitusional dipikul dan dijamin untuk kesgahteraan anak.

Produk dari hukum nasional dan Indonesiatelah meratifikasi hukum internasional.
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Bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, kesehatan serta

kehidupan sosial merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat,
keluarga dan orangtua untuk melindungi anak. Kehidupan anak-anak berbeda
dengan kehidupan dewasa, oleh karena itu anak-anak adalah bagian dari
kehidupan yang harus dilindungi.

Hak asas manusia yang tercantum dalam konstitusi, berarti bahwa masa depan
anak Indonesia yang segjahtera, berkualitas dan terlindungi merupakan komitmen
untuk menjamin terwujudnya hak- hak anak dan perlindungan anak.

Arif Gosita memaparkan, kepastian hukum merupakan sarana pencegahan
diskriminas terhadap anak yang tentunya berdampak negatif bagi anak itu

sendiri.*® Perlindungan anak bekerja agar hak setiap anak tidak dikompromikan,

“2 5ri Ismawati, “Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan dengan Hukum
pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kgian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana
Anak)”, Jurnal Dinamika Hukum. VVol.13 No. 2, 2013, hal. 197.

“ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, 2004, hal. 19.
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bahkan dalam bentuknya yang paling sederhana. Perlindungan anak merupakan
tambahan dari hak- hak lain yang semata-mata menjamin bahwa anak akan
mendapatkan apa yang dibutuhkan agar bertahan hidup, berkembang serta tumbuh
juga sebagai salah satu terwujudnya kepastian hukum bagi anak.

Kehidupan masyarakat seperti anak gizi buruk yang erat kaitannya menggunakan
aspek ekonomi, hal ini merupakan persoalan penting agar kiranya diupayakan hal-
hal yang berkembang. Penyesuaian kebutuhan anak agar perlindungan anak tidak
tampak berlebihan, atau perlindungan anak tetap dilaksanakan mengingat dampak
terhadap lingkungan dan anak itu sendiri. Anak memiliki kemampuan serta
keinginan dalam menggunakan haknya untuk memenuhi kewajibannya sebagai
anak, karena merupakan makna dari usaha perlindungan itu sendiri yang dimana
usahakreatif yang akan memungkinkan anak hidup mandiri.

Pengaturan perundang-undangan sangat erat kaitannya dengan perlindungan hak
anak, hal ini menjadi jaminan kepastian mengingat anak merupakan kelompok
usia yang rentan (dependen) dan sebagian kelompok anak lainnya akan
mengalami kendala serta tumbuh kembang secara jasmani, rohani, maupun sosial.
Koordinas kolaborasi perlindungan anak diperlukan untuk mencegah
ketidakseimbangan dalam kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan, bagi
anak, orang tua, keluarga, serta pemerintah, bahwa perlindungan anak ini sangat
penting.

Perlindungan Anak berhubungan dengan beberapa ha dan perlu mendapat
perhatian, yaitu:*

1) Luaslingkup perlindungan:

“ Arif Gosita, Op. Cit, hal. 4-6.
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a. Perlindungan pokok terdiri dari : pemukiman, sandang, pangan,
pendidikan, kesehatan hukum.

b. Jasmani dan rohani.

c. Kebutuhan primer maupun sekunder yang nantinya menjadi prioritas
pemenuhan.

2) Jaminan pelaksanaan perlindungan:

a. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan perlu
memastikan bahwa kegiatan perlindungan dilaksanakan agar dapat
diketahui dan dirasakan dalam proses pencapaian hasil yang maksimal.

b. Hukum atau peraturan setempat yang rumusannya sederhana namun
bisa disebarluaskan serta dipertanggungjawabkan secara merata dan
merupakan jaminan bagi masyarakat yang sebaiknya dituangkan pada
suatu peraturan tertulis.

c. Langkah-langkah perlindungan di negara lain harus dipertimbangkan
dan ditiru pada pengaturan tersebut yang dimana perlu diadaptasi oleh
Situasi dan syarat yang ada pada Indonesia.

Adapun dasar pelaksanaan perlindungan anak ialah:

1. Dasar filosofis, pelaksanaan perlindungan anak, pancasila dasar aktivitas
dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, serta
berbangsa.

2. Dasar Etis, penyelenggaraan perlindungan anak harus sesuai dengan etika
profes yang relevan, dan mencegah terjadinya penyimpangan wewenang,

kekuasaan, dan kekuatan dalam penyel enggaraan perlindungan anak.
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Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD
1945 dan berbaga peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu
menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum

yang berkaitan.

Sementara itu penyelenggaraan perlindungan anak, wajib memenuhi syarat

diantaranya:

1

2.

K ebenaran, kesgjahteraan anak dan pengembangan keadilan.

Wajib memiliki landasan filsafat,hukum dan etika.

Mengutamakan kepentingan yang diatur diatas kepentingan normatif dan
rasional positif, akuntabel, dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.
Wajib dilakukan secara konsisten, mempunya rencana operasional,
memperhatikan unsur-unsur manajemen tetapi tidak bersifat aksidental dan
komplementer.

M el aksanakan respons keadilan yang bersifat pemulihan (restoratif).

Tidak mengambil kesempatan orang dalam mencari keuntungan pribadi atau
kelompok maupun tidak mengambil wadah.

Anak diberi kesempatan berpartisipasi berdasarkan situasi dan kondisi.
Sesuai citrayang tepat anak artinya manusia.

Merupakan bukan wawasan sasaran tetapi berwawasan permasalahan

(problem oriented).

10. Bukan merupakan faktor kriminogen maupun viktimogen.

Batasan mengenai Pasal 20 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 yang memuat

aturan bahwa "Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga,



40

serta orang tua atau wali berkewagjiban serta bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak."

Upaya dalam perlindungan anak ialah setiap warga negara turut bertanggung
jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak itu
sendiri yang sesuai dengan kemampuannya melalui berbagai macam usaha di
Situas dan kondisi tertentu.

Dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara
menyeluruh, perlu dilakukan koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak,
yang didasarkan pada kewagjiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah
dalam usaha perlindungan anak yang sejalan dengan batasan pada UU No. 35
Tahun 2014 yaitu:

a. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mempunya kewagjiban serta
tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa
memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan
bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik serta/atau mental.
(Pasal 21)

b. Negara, pemerintah, serta pemerintah daerah bertanggung jawab
mendukung sarana, prasarana, serta sumber daya manusia pada
penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 22)

c. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan,
pemeliharaan kesehatan dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan
anak dengan memperhatikan hak dan kewagjiban orang tua/ wali, atau
orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. (Pasal

23)
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d. Negara, pemerintah, serta pemerintah daerah menjamin hak anak untuk
menyampaikan pendapat sesuai dengan usia serta tingkat kecerdasan anak.
(Pasal 24)

e. Kewagjiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak
melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak
yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam
penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 25).

Batasan mengenai kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orangtua dalam
usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun
2014 yaitu:

1) Orangtuamemiliki kewgjiban dan tanggung jawab untuk:

a. Mengasuh, mendidik, menjaga,merawat, melindungi anak.

b. Mengasuh anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

c. Mencegah pernikahan di usia anak.

d. Memberikan Pendidikan karakter untuk menanamkan nilai budi pekerti
pada anak.

2) Dadam ha orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau
karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewgjiban dan tanggungjawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ikatan dalam bentuk kewajiban mora untuk memenuhi setiap kebutuhan, jika
tidak tersedia, mengancam kehidupan mereka, sehingga kepedulian ini tidak

hanya memberikan ikatan apapun, tetapi juga rasa keadilan. Pada hakekatnya
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perlindungan anak tidak hanya untuk melindungi anak, tetapi juga melindungi
hak-hak anak sebagai subyek hukum.

Perlindungan anak dilaksanakan dengan baik sehingga anak menjadi sgahtera
karena kebahagiaan seorang anak adalah kebahagiaan bersama, sebab

kebahagiaan



[11. METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan
data penelitian. Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu displin ilmu. Metodologi merupakan
analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu
penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sgiumlah pengetahuan, juga
merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki
masal ah tertentu yang memerlukan jawaban.*
Metode penelitian merupakan cara yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan,
dengan menggunakan metode maka akan menemukan aternatif jalan untuk
memecahkan suatu permasalahan. Setelah masal ah diketahui maka perlu diadakan
pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang
akan menerapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan
menelaah, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum adalah ilmu
cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.*® Dalam sebagian penafsiran
terkait metode penelitian diatas maka bisa penulis smpulkan kalau metode
merupakan langkah-langkah yang memakai jalan yang efisen guna
menyel esaikan permasalahan secarailmiah.
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif terapan, yaitu penelitian hukum yang mengkai pelaksanaan atau

implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara

| Gede A.B. Wiranata dan Yennie Agustin M.R, 2018, Sampel dan Titik Sampel dalam
Penelitian, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahgja, him. 71

6 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya
Bakti, him. 57
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faktual dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna
mencapai tujuan yang telah ditentukan.* Peristiwa hukum yang dimaksud dalam
hal ini yaitu pengaturan upaya kesehatan terhadap anak berdasarkan UU 17 tahun
2023.

3.2 Tipe pendlitian

Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Tipe pendlitian yuridis normatif
yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau
norma-norma dalam hukum positif. Yuridis normatif yaitu pendekatan yang
menggunakan konsepsi statute approach.

Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat
dan diundangkan oleh lembaga atau peabat yang berwenang. Konseps ini
memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup
dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.*®

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum
berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan Hukum dalam upaya
kesehatan terhadap anak undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan,.
3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-
Undangan (Statuta approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)
dengan penjelasan sebagal berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan

bahan hukum yang berupa peraturan perundang- undangan sebagai bahan

" |bid., him 53

8 Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia
Publishing, Bandung, him. 295

“9 Bahder Johan Nasutio, 2008, Metode Penelitian Hukum, Mandar Magju, Bandung, him.
159
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acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan
disebut juga sebagai pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-
produk hukum.*

2. Pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep- konsep hukum,
seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya.
Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu
hukum itu sendiri yaitu tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya
teknik yuridis tataran teori hukum konsep hukumnya konsep hukum, tataran teori
filsafat hukumnya konsep dasar.>

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan
yang bersangkut paut dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual ini  dilakukan dengan
mempelgari kebijakan hukum dalam upaya kesehatan anak.
3.4 Sumber dan Jenis Data
Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data kepustakaan. Data kepustakaan
tersebut adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. jenis data
merupakan data sekunder.®® Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui
studi kepustakaan (library research), dengan cara membaca, menelaah dan
mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan
permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian
ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

% |bid., him 92
*L I pid.

2 M Fakih, 2013, Kedudukan Hukum Tenaga Keperawatan Dependen Dalam Transaksi
Terapeutik, YustisaVol.2 No.2 Mei - Agustus 2013, dikutip 2 Januari 2023.
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Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai
kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari
peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.>*Bahan
hukum primer merupakan bahan hukum utama dalam penelitian ini.
Sumber data primer atau data utama dalam penelitian ini adalah UUD
Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1979 tentang Kesgjahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Peradilan Anak, Undang-undang Pangan, bahkan diatur pula dalam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan
menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang
terdiri dari buku-buku dan literature terkait dengan topik penelitian.>
Sumber data sekunder adalah sumber data yang dimaksudkan untuk
memberikan penjelasan terhadap data primer, dalam hal ini adalah seperti
buku, jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier dalam penelitian ini
bersumber dari bahan-bahan hukum penunjang seperti kamus, jurnal

penelitian dan sumber internet.

%3 Bahder Johan Nasutio, Op.Cit. him 29
> |bid. him 30
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3.5 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

a. Studi pustaka (library research), adalah pengumpulan data dengan
melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip
dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pokok bahasan.

2. Pengolahan Data

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

a Pemeriksaan Data
Pemeriksaan data yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih
terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan
permasal ahan yaitu tumbuh kembang optimal pada anak.

b. Editing
Proses mendliti Kembali data yang diperoleh dari berbagai
kepustakaan yang ada. Dari data yang diperoleh dan diproses dengan
permasalahan yang ada dalam penulisan ini mengenai tumbuh
kembang optimal pada anak.

c. Sistematisas data
Data yang sudah diedit diberikan tanda itu dikelompokan secara
sistematis berdasarkan urutan permasalahan ini yaitu tumbuh

kembang optimal pada anak.
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3.6 AnalisisData

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Analisis
bahan hukum dalam pendlitian ini diawai dengan melakukan inventarisasi data
atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan
masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan
pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan
informasi yang sama menurut sub aspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data
untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain.>
Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interprestasi keseluruhan aspek
untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan
dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang
dilakukan secarainduktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.>®
Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan
fenomena yang menjadi pokok permasalahan tentang pengaturan hukum dalam
upaya kesehatan terhadap anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta
kebijakan Hukum dalam upaya kesehatan terhadap anak untuk tumbuh kembang

secara optimal.

% Ipid., him 174
% Ipid.



V. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN
1. Kebijakan hukum dan upaya kesehatan terhadap anak agar mencapai
tumbuh kembang secara optimal adalah dengan menerapkan peraturan
sebagal dasar UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesgjahteraan Anak, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Pangan,
bahkan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia. Untuk menunjang tumbuh kembang secara optimal
diperlukannya pihak dari pemerintah dan keluarga agar sarana dan
prasarana tersedia baik dari segi kuantitas maupun kualitas maka suatu

program dapat mendukung dan tercapai.

2. Upaya kesehatan terhadap anak agar mencapai tumbuh kembang secara
optimal sebagal jaminan hak atas kesehatan. Pada pasal 4 ayat (1) huruf ¢
menyebutkan bahwa setigp orang berhak mendapatkan Pelayanan
Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan
dergjat Kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan ketentuan pasal 8
Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Namun
daam implementasinya belum maksimal atas pememenuhan pelayanan

kesehatan, ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua
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mengenai pemenuhan gizi yang bergizi dan seimbang bagi anak agar

mencapal tumbuh kembang secara optimal.

5.2 SARAN

1. Dibutuhkan tindakan pemerintah dalam membuat kebijakan khusus untuk
mempercepat perbaikan status gizi, sehingga kendala peningkatan
ekonomi terhadap ekonomi dapat diminimalisir, juga dibutuhkan adanya
program inovasi pemulihan gizi dengan mendirikan rumah pemulihan gizi
guna membantu dalam pemenuhan pelayanan kesehatan anak serta
pemantauan kondisi sarana prasarana dibeberapa wilayah kerja puskesmas
maupun posyandu di Indonesia dengan menganggarkan dana dalam
perbaikan sarana dan prasarana.

2. Diperlukan pengetahuan dan kepedulian oleh orang tua terhadap anak
dalam pemenuhan gizi yang bergizi, apabila orang tua kurang mampu
maka dapat segera melapor ke dinas terkait sehingga segera ditindaklanjuti
pemenuhannya. Hal ini perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan

pemerintah yang optimal dan bersinergi agar terjaminnya kesehatan anak.
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